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PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr Wb 

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, 

yang mana atas rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Surakarta 

Kelas 1A tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik dan 

lancar. 

Laporan ini menguraikan secara deskriptif tentang 

pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A dalam tahun 2020, meliputi 

bidang teknis yudisial dan non teknis, Administrasi yudisial, Sumber Daya Manusia 

sebagai pelaksana tugas dibidang masing-masing serta pembinaan, dan pengawasan 

internal. Laporan ini dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas 

selama kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2020 serta sebagai informasi untuk dijadikan 

bahan evaluasi dimasa yang akan datang. 

Laporan disajikan secara lengkap dan objektif namun tidak mustahil kenyataan 

bahwa disana sini masih terdapat kekurangan. Untuk itu kami senantiasa mengharapkan 

koreksi serta saran dari semua pihak demi untuk meningkatkan kinerja dan 

kesempurnaan laporan ditahun yang akan datang. 

Wassalamu’alaikum Wr Wb. 

 

Surakarta,  31 Desember 2020 
Ketua Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A 
 
 
 
 
Drs. Waluyo, S.H. 
NIP. 19660430 199203 1 001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A adalah badan peradilan dibawah 

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam tugas dan fungsinya memiliki 

visi mendukung Mahkamah Agung Republik Indonesia mewujudkan badan 

peradilan Indonesia yang Agung. Melaksanakan sebagian tugas pokok kekuasaan 

Kehakiman perkara perdata tertentu yaitu menerima, memeriksa dan mengadili 

setiap perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan di wilayah hukum 

Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A, dimana dalam menjalankan tugas tersebut 

secara teknis yustisial dan adminsitrasi finansialnya dibawah pengawasan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menyelenggarakan Peradilan yang cepat, 

tepat dengan biaya terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, meningkatkan 

penyediaan tempat, sarana dan prasarana yang diperlukan serta meningkatkan 

pelayanan masyarakat sehingga dapat menikmati dan mendapatkan kepastian 

hukum. 

Didalam melaksanakan tugas sehari-hari Pengadilan Agama Surakarta 

Kelas 1A menempati gedung yang belum sesuai prototipe Mahkamah Agung 

Republik Indonesia yang dibangun pada tahun 2009 seluas 1.000 M2 diatas tanah 

seluas 741 M2 terletak di jalan Veteran No. 273 Telp. (0271) 636270 fax. 0271-

643643 Kelurahan Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta, adapun status gedung 

dan tanah adalah milik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung 

Republik Indonesia. 

Wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A seluas 

44,06 Km2 dan secara administrasi terbagi menjadi 5 (lima) wilayah administrasi 

Kecamatan, 51 Kelurahan, 602 Rukun Warga (RW) dan 2.708 Rukun Tetangga 

(RT). Perbatasan administrasi wilayah Kota Surakarta adalah sebagai berikut : 

Sebelah Utara  :  Kabupaten Boyolali dan Karanganyar. 

Sebelah Timur :  Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo. 
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Sebelah Selatan :  Kabupaten Sukoharjo. 

Sebelah Barat  :  Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar dan Boyolali. 

GAMBAR 1.1 
FOTO KANTOR PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS 1A 

 

GAMBAR 1.2 
PETA WILAYAH PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS 1A 
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Secara astronomis Kota Surakarta terletak di antara110º 45’15” dan 110º 

45’35”  Bujur Timur 70º 36’ dan 70º 56’  Lintang Selatan. Yang berdasarkan Data 

Statistik Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016 sebagai berikut bahwa Kota 

Surakarta yang lebih dikenal dengan “KOTA SOLO” secara umum merupakan 

daerah dataran rendah pada ketinggian tempat sekitar  95 m dpl, dengan luas 44,1 

km2 (0,14 % dari luas Jawa Tengah) Surakarta berada sekitar 65 km timur laut 

Yogyakarta dan 100 km tenggara Semarang, di antara Gunung Merapi (tinggi 3.115 

m) di bagian barat, dan Gunung Lawu (tinggi 2.806 m) di bagian timur. Agak jauh 

di selatan terbentang pegunungan sewu. Tanah di sekitar kota ini subur karena 

dilalui oleh Bengawan Solo, sungai terpanjang di Pulau Jawa, dengan beberapa 

anak sungainya.  

Berdasarkan Data dari Pusat Data Statistik Kota Surakarta per tanggal 01 

April 2020, jumlah penduduk Kota Surakarta berdasarkan Kecamatan dan Agama 

yang dianut adalah sebanyak 572.560 orang penduduk, sebagaimana digambarkan 

dari tabel dibawah ini: 

GAMBAR 1.3 
DATA STATISTIK JUMLAH PENDUDUK KOTA SURAKARTA 

BERDASARKAN KECAMATAN DAN AGAMA 

 

Jika dibandingkan dengan kota lain di Indonesia, Kota Surakarta merupakan 

Kota terpadat di Jawa Tengah yaitu posisi ke 8 terpadat di Indonesia, dengan luas 

wilayah ke 13 terkecil, dan populasi terbanyak ke-22 dari 93 kota otonom dan 5 

kota administratif di Indonesia. Dalam laporan ini akan disajikan data-data 
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pelaksanaan tugas rutin selama kurun waktu satu tahun terhitung mulai tanggal            

1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020. 

Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A pada tahun 2020 turut serta 

mendukung program pemerintah daerah dalam menanggulangi Pandemi Covid-19 

dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Meskipun diakhir tahun 

kantor Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A sempat LockDown selama satu 

minggu karena 24 pegawainya terdeteksi positif Covid-19, namun dipenghujung 

tahun kondisi sudah kembali kondusif dan pelayanan kepada masyarakat sudah 

kembali seperti sediakala.  
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BAB II 

KEPERKARAAN 

 
A. KEADAAN PERKARA 

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama 

Selama tahun 2020 Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A menerima 

perkara sejumlah 1.213 perkara, ditambah sisa tahun 2019 sebanyak 58 

perkara, sedangkan perkara yang diputus sebanyak 1.143 perkara sehingga 

sisa perkara tahun 2020 adalah sebanyak 128 perkara, dengan rincian data 

sebagai berikut: 

TABEL 2.1 

DATA PERKARA DITERIMA DAN DIPUTUS TAHUN 2020 

NO JENIS PERKARA SISA 2019 DITERIMA DIPUTUS  SISA 2020 

1 Gugatan 57 1.015 946 126 

2 Permohonan 1 198 197 2 

Jumlah 58 1.213 1.143 128 

 

GRAFIK 2.1 

DATA PERKARA DITERIMA DAN DIPUTUS TAHUN 2020 

 

Diterima
51%

Diputus
49%

Perbandingan Perkara Diterima dan 
Diputus
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GRAFIK 2.2 

DATA PERBANDINGAN SISA PERKARA  

TAHUN 2019 DENGAN TAHUN 2020 

 
 

Sampai dengan akhir tahun 2020 jumlah perkara yang diterima 

sebanyak 1.213 perkara, jika dirinci sesuai kategori adalah sebagai berikut: 

a. Sesuai Jenis Perkara 

TABEL 2.2 

DATA PERKARA DITERIMA SESUAI JENIS PERKARA TAHUN 2020 

NO JENIS PERKARA JUMLAH 

1 Cerai Gugat 743 
2 Cerai Talak 252 
3 Ijin Poligami 1 
4 Pengesahan Anak - 
5 Pembatalan Perkawinan 1 
6 Dispensasi Kawin 143 
7 Isbat Nikah 7 
8 Kewarisan 2 
9 Harta Bersama 3 

10 Penetapan Ahli Waris 16 
11 Ekonomi Syariah 3 
12 Asal Usul Anak 6 
13 Wali Adhol 11 
14 Perwalian Anak 10 
15 Penguasaan Anak 6 
16 Lain-Lain 9 

Jumlah Perkara Diterima 1.213 
 

0 50 100 150

Tahun 2019

Tahun 2020
Gugatan

Permohonan
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b. Sesuai Jenis Putusan 

TABEL 2.3 

DATA PERKARA DITERIMA SESUAI JENIS PUTUSAN TAHUN 2020 

NO JENIS PUTUSAN JUMLAH 

1 Dikabulkan 995 

2 Ditolak 5 

3 Dicabut 115 

4 Digugurkan 4 

5 Tidak diterima 20 

6 Dicoret dari register 4 

Jumlah Putusan  1.143 

 

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding 
Data perkara yang mengajukan upaya hukum Banding selama tahun 

2020 sebanyak 7 perkara, telah diputus sebanyak 7 perkara, dengan rincian 

data sebagai berikut: 

TABEL 2.4 

DATA PERKARA BANDING TAHUN 2020 

NO NOMOR PERKARA TANGGAL 
PENGAJUAN STATUS 

1 472/Pdt.G/2019/PA.Ska 13-01-2020 PUTUS 

2 219/ Pdt.G/2020/PA.Ska 15-05-2020 PUTUS 

3 233/ Pdt.G/2020/PA.Ska 29-06-2020 PUTUS 

4 177/ Pdt.G/2020/PA.Ska 06-07-2020 PUTUS 

5 385/ Pdt.G/2020/PA.Ska 29-09-2020 PUTUS 

6 170/ Pdt.G/2020/PA.Ska 05-10-2020 PUTUS 

7 585/ Pdt.G/2020/PA.Ska 13-10-2020 PUTUS 
 

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi 
Data perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi selama tahun 

2020 sebanyak 10 perkara, dan belum ada perkara kasasi yang diputus 

tahun ini,  dengan rincian data sebagai berikut: 
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TABEL 2.5 

DATA PERKARA KASASI TAHUN 2020 

NO NOMOR PERKARA TANGGAL 
PENGAJUAN STATUS 

1 161/Pdt.G/2019/PA.Ska 17-01-2020 Berkas Terkirim 

2 475/Pdt.G/2019/PA.Ska 20-01-2020 Berkas Terkirim 

3 1003/Pdt.G/2018/PA.Ska 21-01-2020 Berkas Terkirim 

4 657/Pdt.G/2019/PA.Ska 17-02-2020 Berkas Terkirim 

5 585/Pdt.G/2019/PA.Ska 24-03-2020 Berkas Terkirim 

6 472/Pdt.G/2019/PA.Ska 26-03-2020 Berkas Terkirim 

7 219/Pdt.G/2020/PA.Ska 14-08-2020 Berkas Terkirim 

8 177/Pdt.G/2020/PA.Ska 07-09-2020 Berkas Terkirim 

9 233/Pdt.G/2020/PA.Ska 11-09-2020 Berkas Terkirim 

10 170/Pdt.G/2020/PA.Ska 11-12-2020 Berkas Terkirim 
 

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali 
Data perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali 

selama tahun 2020 sebanyak 1 perkara berstatus belum putus, dengan 

rincian data sebagai berikut: 

TABEL 2.6 

DATA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI TAHUN 2020 

NO NOMOR PERKARA TANGGAL 
PENGAJUAN STATUS 

1 690/Pdt.G/2017/PA.Ska 03-11-2020 Berkas Terkirim 
 
 

B. PENYELESAIAN PERKARA 
1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus 

- Sesuai Jenis Perkara 

Sampai dengan akhir tahun 2020 sisa perkara adalah sebanyak 

128 perkara, jika dibagi menurut jenis perkaranya jumlah sisa perkara 

tersebut adalah sebagai berikut: 
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TABEL 2.7 

DATA SISA PERKARA SESUAI JENIS PERKARA TAHUN 2020 

NO JENIS PERKARA SISA PERKARA 

1 Cerai Gugat 33 
2 Cerai Talak 92 
3 Ijin Poligami - 
4 Pembatalan Nikah - 
5 Hibah - 
6 Dispensasi Kawin 1 
7 Isbat Nikah 1 
8 Kewarisan - 
9 Harta Bersama - 

10 Penetapan Ahli Waris - 
11 Ekonomi Syariah 1 
12 Asal Usul Anak - 
13 Wali Adhol - 
14 Perwalian Anak - 
15 Penguasaan Anak - 
16 Lain-Lain - 

Jumlah Sisa Perkara 128 

 

- Jumlah Perkara Diputus sesuai Jenis Putusan 

Jumlah perkara yang diputus tahun 2020 adalah 1.143 perkara, 

apabila dibagi sesuai jenis putusannya data perkara putus adalah sebagai 

berikut: 

TABEL 2.8 

DATA PERKARA DIPUTUS SESUAI JENIS PUTUSAN TAHUN 2020 

NO JENIS PUTUSAN JUMLAH 
PERKARA 

1 Dikabulkan 995 
2 Ditolak 5 
3 Dicabut 115 
4 Digugurkan 4 
5 Tidak Diterima 20 
6 Dicoret dari Register 4 

Jumlah Sisa Perkara 1.143 
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GRAFIK 2.3 

DATA PERKARA DIPUTUS SESUAI JENIS PUTUSAN TAHUN 2020 

 
 

2. Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum 

Dari 1.143 perkara yang diputus selama tahun 2020, perkara yang 

mengajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali adalah sebagai 

berikut: 

TABEL 2.9 

DATA PERKARA YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM TAHUN 2020 

NO UPAYA HUKUM JUMLAH PERKARA 

1 Banding 7 

2 Kasasi 10 

3 Peninjauan Kembali 1 
 

a. Banding 

Data perkara yang mengajukan upaya hukum Banding selama 

tahun 2020 sebanyak 7 perkara, telah diputus sebanyak 7 perkara dan 

masih dalam proses sebanyak 0 perkara dengan rincian data sebagai 

berikut: 

Kabul; 995

Tolak; 5
Cabut; 115

Gugur; 4 Tidak Terima; 20
Dicoret; 4



 

 
14 

TABEL 2.10 

DATA PERKARA BANDING TAHUN 2020 

NO NOMOR PERKARA TANGGAL 
PENGAJUAN STATUS 

1 472/Pdt.G/2019/PA.Ska 13-01-2020 Putus 
2 219/Pdt.G/2020/PA.Ska 15-05-2020 Putus 
3 233/Pdt.G/2020/PA.Ska 29-06-2020 Putus 
4 177/Pdt.G/2020/PA.Ska 06-07-2020 Putus 
5 385/Pdt.G/2020/PA.Ska 29-09-2020 Putus 
6 170/Pdt.G/2020/PA.Ska 05-10-2020 Putus 
7 585/Pdt.G/2020/PA.Ska 13-10-2020 Putus 

 

b. Kasasi 

Data perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi selama 

tahun 2020 sebanyak sebanyak 10 perkara, dan masih belum ada 

perkara yang diputus Kasasi, rincian data adalah sebagai berikut: 
 

TABEL 2.11 

DATA PERKARA KASASI TAHUN 2020 

NO NOMOR PERKARA TANGGAL 
PENGAJUAN STATUS 

1 161/Pdt.G/2019/PA.Ska 17-01-2020 Pengiriman 
Berkas 

2 475/Pdt.G/2019/PA.Ska 20-01-2020 Pengiriman 
Berkas 

3 1003/Pdt.G/2018/PA.Ska 21-01-2020 Pengiriman 
Berkas 

4 657/Pdt.G/2019/PA.Ska 17-02-2020 Pengiriman 
Berkas 

5 585/Pdt.G/2019/PA.Ska 24-03-2020 Pengiriman 
Berkas 

6 472/Pdt.G/2019/PA.Ska 26-03-2020 Pengiriman 
Berkas 

7 219/Pdt.G/2020/PA.Ska 14-08-2020 Pengiriman 
Berkas 

8 177/Pdt.G/2020/PA.Ska 07-09-2020 Pengiriman 
Berkas 

9 233/Pdt.G/2020/PA.Ska 11-09-2020 Pengiriman 
Berkas 

10 170/Pdt.G/2020/PA.Ska 11-12-2020 Pengiriman 
Berkas 
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c. Peninjauan Kembali 

Data perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan 

Kembali selama tahun 2020 sebanyak 1 perkara, belum ada perkara 

yang diputus PK, rincian data adalah sebagai berikut: 

 

TABEL 2.12 

DATA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI TAHUN 2020 

NO NOMOR PERKARA TANGGAL 
PENGAJUAN STATUS 

1 690/Pdt.G/2017/PA.Ska 03-11-2020 Pengiriman 
Berkas 

 

d. Jumlah Perkara yang Dimohonkan Eksekusi 

Data perkara yang dimohonkan eksekusi selama tahun 2020 

sebanyak 2 perkara,  2 perkara telah dilaksanakan dan 1 perkara masih 

dalam proses, adapun rincian data adalah sebagai berikut: 

 

TABEL 2.13 

DATA PERKARA DIMOHONKAN EKSEKUSI TAHUN 2020 

NO NOMOR PERKARA TANGGAL 
PENGAJUAN STATUS 

1 001/Pdt.Eks/2020/PA.Ska 09-01-2020 Sita Eksekusi 

2 002/Pdt.Eks/2020/PA.Ska 19-02-2020 Eksekusi 

3 003/Pdt.Eks/2020/PA.Ska 02-12-2020 Aanmaning 
 

3. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi 

Selama tahun 2020 Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A 

melaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi kepada para pihak yang 

berperkara, mediasi dilaksanakan apabila kedua belah pihak hadir 

dipersidangan. Perkara yang melalui mediasi ada yang berhasil berdamai 

sebanyak 1 perkara, dengan rincian data sebagai berikut: 
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TABEL 2.14 

DATA MEDIASI YANG BERHASIL TAHUN 2020 

NO NOMOR PERKARA MEDIATOR TANGGAL 
MEDIASI STATUS 

1 371/Pdt.G/2020/PA.Ska Praptiningsih, S.H.,M.H 15-05-2020 CABUT 

Jumlah Perkara yang Berhasil Dimediasi 1 

 

4. Rasio Pembagian Perkara terhadap Majelis Hakim 

Sampai akhir tahun 2020 rasio pembagian perkara per majelis pada 

Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A adalah sebagai berikut : 

 

TABEL 2.15 

DATA RASIO PEMBAGIAN PERKARA TAHUN 2020 

NO NAMA HAKIM SISA 
2019 DITERIMA DIPUTUS SISA 

2020 
1 Drs. Waluyo, S.H. - 16 13 3 
2 Drs. H. Karmin, M.H. - 31 27 4 
3 Drs. Musaddad Zuhdi, M.H. 8 120 115 13 
4 Drs. H. Arif Puji H, SH., MSI. 7 144 137 14 
5 Drs. H. Qomaruddin  12 145 144 13 
6 Drs. H. Joko Yuwono, M.H. - 116 100 16 
7 Drs. Syiar Rifai - 113 100 13 
8 Drs. H. Wahid Afani, M.S.I 7 147 141 13 
9 Drs.  H.  Ali Mahfud, S.H. 3 137 123 17 

10 Drs. Shonhaji M, S.H., M.H. 6 72 57 21 
11 Drs. Jaenuri, M.H. 3 61 63 1 
12 Dra. Nurhayati, M.H. 12 58 70 - 
13 Praptiningsih, S.H., M.H. - 17 17 - 
14 Dra. Hj. Sarsini  - 20 20 - 
15 Drs. Sinwani, S.H., M.M. - 5 5 - 
16 Drs. Mutakin  - 6 6 - 
17 Siti Sholihah, S.H., M.H. - 5 5 - 

JUMLAH 58 1.213 1.143 128 
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5. Penggunaan Akta Cerai 

Selama tahun 2020 telah diterbitkan Akta Cerai sebanyak 826 seri, 

mulai dari nomor seri 69401 s.d 70226. 

 

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU  

Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A pada tahun 2020 telah menerima 

hasil penilaian dari Tim Penilai Akreditasi Badan Peradilan Agama dengan nilai 

A “Excelent”, yaitu salah satu prestasi yang berhasil dipertahankan sejak tahun 

2018 lalu. Dibawah ini adalah foto pimpinan Pengadilan Agama Surakarta 

Kelas 1A bersama 3 orang Tim Penilai dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang 

yaitu dipimpin oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang, bapak 

Abdul Mutalip, S.Ag, S.H. 

 

Akreditasi Penjaminan Mutu adalah salah satu standar dalam sebuah sistem 

manajemen untuk pengukuran mutu organisasi. Akreditasi Penjaminan Mutu ini 

penting adanya karena membawa manfaat sebagai berikut: 

1. Meningkat kepercayaan publik terhadap kinerja satker; 

2. Jaminan atas kualitas layanan; 

3. Menghemat biaya; 

4. Mengoptimalisasi kinerja pegawai; dan 

5. Meningkatkan performa satker. 
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Untuk memberikan pelayanan PRIMA kepada masyarakat, pada Tahun 

2020 Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A menerima anggaran dari Badan 

Peradilan Agama Republik Indonesia sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua 

juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan mendanai kegiatan Pos Bantuan 

Hukum (POSBAKUM) dan Pembebasan Biaya Perkara (PRODEO) 

1. POSBAKUM 

Layanan POSBAKUM adalah fasilitas yang diberikan kepada 

masyarakat umum oleh badan peradilan yang ditunjuk dan didanai oleh 

anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal ini oleh 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Fasilitas ini bersifat umum dan 

tidak dipungut biaya. Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A sesuai DIPA 

tahun anggaran 2020 telah melaksanakan POSBAKUM bekerja sama dengan 

Majelis Hukum dan KKP Muhamadiyah Surakarta selama 591 Jam Layanan 

selama satu tahun anggaran, dengan besaran biaya Rp. 30.000.000,- (tiga 

puluh juta rupiah) dan telah terealisasi 99,89%. 

2. PRODEO 

Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A sesuai DIPA tahun anggaran 

2020 mendapatkan dana sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) 

yang telah direalisasikan 100% untuk 10 perkara prodeo yang diterima 

pada tahun 2020. Anggaran ini dirasa kurang memadai mengingat ada lebih 

dari 10 orang yang mengajukan pembebasan biaya perkara. Rincian data 

perkara prodeo yang diterima Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A tahun 

2020 adalah sebagai berikut: 

 

TABEL 2.16 

DATA PERKARA PRODEO TAHUN 2020 

NO NOMOR PERKARA JENIS 
PERKARA 

STATUS 
PERKARA BIAYA 

1. 151/Pdt.G/2020/PA.Ska Cerai Gugat Putus Kabul 250.000 

2. 166/Pdt.G/2020/PA.Ska Cerai Gugat Putus Kabul 250.000 

3. 173/Pdt.G/2020/PA.Ska Cerai Gugat Putus Kabul 250.000 
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4. 189/Pdt.G/2020/PA.Ska Cerai Gugat Putus Kabul 250.000 

5. 228/Pdt.G/2020/PA.Ska Cerai Gugat Putus Kabul 250.000 

6. 249/Pdt.G/2020/PA.Ska Cerai Gugat Putus Kabul 250.000 

7. 251/Pdt.G/2020/PA.Ska Cerai Gugat Putus Kabul 250.000 

8. 264/Pdt.G/2020/PA.Ska Cerai Gugat Putus Kabul 250.000 

9. 280/Pdt.G/2020/PA.Ska Cerai Gugat Putus Kabul 250.000 

10. 322/Pdt.G/2020/PA.Ska Cerai Gugat Putus Kabul 250.000 

Jumlah Total 2.500.000 

 

Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A pada tahun 2020 tidak menerima anggaran 
untuk pelaksanaan kegiatan Sidang Terpadu dan Sidang Keliling / Sidang Diluar Gedung 
Pengadilan. 
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BAB III 

SUMBER DAYA MANUSIA 
 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Agama 

Surakarta Kelas 1A didukung oleh sumber daya manusia dari Hakim dan non 

Hakim dengan jumlah total  41 orang Pegawai Negeri Sipil dan 9 orang Tenaga 

Honorer. Dalam hal pembinaan dan pengelolaan pada tahun 2020, Pegawai 

Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A telah mengikuti beberapa pendidikan 

dan pelatihan serta sosialisasi yang bertujuan untuk mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat melaksanakan tugas-tugas 

pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Pelatihan tersebut 

diselenggarakan oleh internal Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun 

bekerja sama dengan instansi terkait. 

Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A terbagi 

menjadi                  3 (tiga) kelompok, yaitu Sumber Daya Manusia Bidang 

Teknis Yustisial, Sumber Daya Manusia Bidang Non Teknis Yustisial dan 

Tenaga Kontrak atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). 

Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yustisial menangani administrasi bagian 

Keperkaraan sedangkan Sumber Daya Manusia Bidang Non Teknis Yustisial 

menangani administrasi umum Kesekretariatan. 

Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yustisial pada Pengadilan Agama 

Surakarta Kelas 1A per 31 Desember 2020  adalah sebagai berikut: 

 

TABEL  3.1 

DATA SUMBER DAYA MANUSIA 

BIDANG TEKNIS YUSTISIAL TAHUN 2020 

NO JABATAN JUMLAH 
1 Ketua 1 orang 
2 Wakil Ketua 1 orang 
3 Hakim 16 orang 
4 Panitera 1 orang 
5 Panitera Muda 3 orang 
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6 Panitera Pengganti 6 orang 
7 Jurusita 1 orang 
8 Jurusita Pengganti 3 orang 

Jumlah Sumber Daya Manusia Teknis Yustisial 32  Orang 
 

Sumber Daya Manusia Bidang Non Teknis Yustisial pada Pengadilan 

Agama Surakarta Kelas 1A per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut: 

 

TABEL  3.2 

DATA SUMBER DAYA MANUSIA 

BIDANG NON TEKNIS YUSTISIAL TAHUN 2020 

NO JABATAN  JUMLAH 
1 Sekretaris 1   Orang 
2 Kasubbag Umum dan Keuangan 1   Orang 
3 Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 1   Orang 

4 Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan 
Pelaporan 

1   Orang 

5 Pelaksana 5   Orang 

Jumlah Sumber Daya Manusia Non Teknis Yustisial 9   Orang 

 

Sumber Daya Manusia dari Tenaga Kontrak pada Pengadilan Agama 

Surakarta Kelas 1A per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut: 

 

TABEL  3.3 

DATA SUMBER DAYA MANUSIA 

TENAGA KONTRAK  (PPNPN) TAHUN 2020 

NO JABATAN  JUMLAH 
1 Pramubakti 4   Orang 
2 Sopir 2   Orang 
3 Satpam 3   Orang 

Jumlah Tenaga Honorer 9   Orang 
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Keadaan per 31 Desember 2020 jumlah pegawai Pengadilan Agama 

Surakarta Kelas 1A adalah 41 (empat puluh satu) orang dengan klasifikasi 

sebagai berikut: 

1. Menurut Golongan : 

a. Golongan IV   :  21 orang 

b. Golongan III   :  18 orang 

c. Golongan II   :   2 orang 

 

2. Menurut Jenis Kelamin   : 

a. Laki-laki    :  26 orang 

b. Perempuan   :  15 orang 

3. Menurut Jenjang Pendidikan : 

a. S3     :  14 orang 

b. S2     :  24 orang 

c. S1     :   1 orang 

d. SLTA    :   2 orang 

 

TABEL 3.4 

DATA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS 1A 2020 

NO NAMA / NIP  JABATAN GOL JENIS 
KELAMIN 

PENDIDIKAN 
TERAKHIR 

1 Drs. Waluyo, S.H. 
NIP. 19580102 198603 1 003 Ketua IV/d L S1 

2 Drs. H. Karmin, M.H. 
NIP. 19660728 199403 1 004 Wakil Ketua IV/c L S2 

3 Drs. H. Joko Yuwono, M.H. 
NIP. 19560320 198503 1 003 Hakim IV/d L S2 

4 Drs. Musaddad Zuhdi, M.H. 
NIP. 19580722 198903 1 002 Hakim IV/d L S2 

5 Drs. H. Wahid Afani, M.S.I 
NIP. 19570608 199003 1 002 Hakim IV/d L S2 
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6 
Drs.  H. Nurul Aziz Shohibul 
Izzah 
NIP. 19560613 198303 1 010 

Hakim IV/d L S1 

7 Drs. Syiar Rifai 
NIP. 19600706 199103 1 001 Hakim IV/d L S1 

8 Drs. H. Qomaruddin 
NIP. 19560314 198203 1 003 Hakim IV/d L S1 

9 Drs. H. Arif Puji H, SH., MSI. 
NIP. 19620720 199103 1 005 Hakim IV/d L S2 

10 Drs. Shonhaji Mansur, S.H., M.H. 
NIP. 19560815 198303 1 008 Hakim IV/d L S2 

11 Drs.  H.  Ali Mahfud, S.H. 
NIP. 19641206 199303 1 001 Hakim IV/c L S1 

12 Drs. Jaenuri, M.H. 
NIP. 19640423 199303 1 002 Hakim IV/c L S2 

13 Drs. Sinwani, S.H., M.M. 
NIP. 19560801 199303 1 002 Hakim IV/c L S2 

14 Drs. Mutakin 
NIP. 19610717 199403 1 002 Hakim IV/c L S1 

15 Dra. Nurhayati, M.H. 
NIP. 19681220 199403 2 007 Hakim IV/c P S2 

16 
Siti Sholihah, S.H., M.H. 
NIP. 19581024 197903 2 001    
 

Hakim IV/d P S2 

17 Praptiningsih, S.H., M.H. 
NIP. 19571203 199003 2 001 Hakim IV/d P S2 

18 Dra. Hj. Sarsini 
NIP. 19560807 198903 2 001 Hakim IV/d P S1 

19 Drs. H. A. Heryanta Budi Utama 
NIP. 19660312 199303 1 004 Panitera IV/b L S1 

20 H. Wasalam, S.H. 
NIP. 19610315 199103 1 004 

Panmud 
Gugatan III/d L S1 

21 Umi Sangadah, S.H. 
NIP. 19620501 199003 2 003 

Panmud 
Permohonan III/d  P S1 

22 H. Subagyo Haryanto, S.H. 
NIP. 19640510 198503 1 010 

Panmud 
Hukum III/d L S1 

23 Fitri Istiawan, S.H. 
NIP. 19820722 200604 1 001 

Panitera 
Pengganti III/c L S1 

24 Adi Praswara Ary, S.H., M.H. 
NIP. 19820416 201101 2 012 

Panitera 
Pengganti III/c P S2 
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25 Mujiati, S.E., S.H. 
NIP. 19800403 200805 2 001 

Panitera 
Pengganti III/b P S1 

26 Mursyidah, S.H.I 
NIP. 19860813 200604 2 002 

Panitera 
Pengganti III/b P S1 

27 Ali Haidar, S.H. 
NIP. 19841214 200904 1 001 

Panitera 
Pengganti III/b L S1 

28 Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H. 
NIP. 19871113 201403 1 006 

Panitera 
Pengganti III/b L S2 

29 Riyanto, S.E. 
NIP. 19810729 200604 1 002 JS III/a L S1 

30 Suparmo 
NIP. 19710420 199403 1 003 JSP III/b L SLTA 

31 Topo Cipto Nugroho, A.Md 
NIP. 19761128 200801 1 007 JSP III/a L D3 

32 Sukarmin 
NIP. 19770310 201408 1 002 JSP II/a L S1 

33 Bambang Sutiyo, S.H. 
NIP. 19630323 198603 1 003 Sekretaris IV/a L S1 

34 Diana Rulianti, S.Kom, M,Eng. 
NIP. 19810304 200604 2 004 Kasub PTIP III/d P S2 

35 Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H. 
NIP. 19670925 199403 2 004 

Kasub 
Kepegawaian, 

Ortala 
III/d P S1 

36 Risdiyanti 
NIP. 19730201 199403 2 003 

Kasub Umum 
dan 

Keuangan 
III/c P SLTA 

37 Drs. Mardawiah 
NIP. 19671220 199603 2 002 

Analis SDM 
Aparatur IV/b P S1 

38 Hj.  Dwi Murtini, S.IP. 
NIP. 19630518 198501 2 003 

Analis SDM 
Aparatur III/d P S1 

39 Niken Amboro, S.H. 
NIP. 19880917 201212 2 001 

Analis 
Perkara 

Peradilan 
III/b P S1 

40 Anang Ashari Romdhoni, S.Kom. 
NIP. 19920308 201503 1 003 

Analis 
Perencanaan, 
Evaluasi dan 

Pelaporan 

III/b L S1 

41 Endang Dwi Purwanti, S.H. 
NIP. 19830818 200904 2 003 

Analis 
Perkara 

Peradilan 
II/d P S1 

Jumlah Pegawai 41  orang 

1 Iwan Triyanto Tenaga 
Kontrak - L SLTA 
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2 Mila Edyun Safitri, S.H. Tenaga 
Kontrak - P S1 

3 Indah Sri Lestari, S.E. Tenaga 
Kontrak - P S1 

4 Sari Setyowati, S.H. Tenaga 
Kontrak - P S1 

5 Suudiyah Norma Novida, S.Kom. Tenaga 
Kontrak - P S1 

6 Munadji Tenaga 
Kontrak - L SLTA 

7 Supanto Tenaga 
Kontrak - L SLTA 

8 Andi Rusmin, S.Kom. Tenaga 
Kontrak - L S1 

9 Danang Cahyo Sugiyarso Tenaga 
Kontrak - L SLTA 

Jumlah Tenaga Kontrak 9 orang 

 

A. MUTASI dan PROMOSI 
Mutasi adalah perpindahan tempat kerja atau bidang kerja baik didalam 

satu satuan kerja maupun antar satuan kerja, sedangkan Promosi adalah 

kenaikan Jabatan atau kenaikan status baik dalam satu satuan kerja maupun 

antar satuan kerja. Selama tahun 2020 pegawai Pengadilan Agama Surakarta 

Kelas 1A mengalami mutasi dan promosi sebagaimana data berikut: 

 

TABEL 3.5 

DATA MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI TAHUN 2020 

NO NAMA / NIP  TMT ASAL TUJUAN 

1 
Drs. M. Danil, M.A 
NIP. 19650525.199403.1.005 

 
06-03-2020 PA 

Karanganyar 
PA 

Surakarta 

2 Drs. H. Joko Yuwono, M.H. 
NIP. 19560320 198503 1 003 06-03-2020 PA Bandung PA 

Surakarta 

3 Drs. H. Qomaruddin 
NIP. 19560314 198203 1 003 06-03-2020 PA Brebes PA 

Surakarta 
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4 Drs. Syiar Rifai 
NIP. 19600706 199103 1 001 06-03-2020 PA  

Jakarta Timur 
PA 

Surakarta 

5 Drs. Sinwani, S.H., M.M. 
NIP. 19560801 199303 1 002 06-03-2020 PA  

Pangkalan Bun 
PA 

Surakarta 

6 Drs. H. Makmun,  
NIP. 19630809.199203.1.004 13-03-2020 PA Surakarta PA Cilacap 

7 Maretha Asriningtyas, S.I.P 
NIP. 19930302.201903.2.011 01-07-2020 PA Surakarta PTA 

Semarang 

8 Maretha Asriningtyas, S.I.P 
NIP. 19930302.201903.2.011 21-04-2020 CPNS 

PA Surakarta 

PNS 
PA 

Surakarta 

9 Dr. Drs. Muhlas, S.H., M.H.  
NIP. 19660430.199203.1.001 29-07-2020 PA Surakarta PTA 

Jayapura 

10 Ratna Evayanti, S.E. 
NIP. 19870509.201101.2.014 30-07-2020 PA Surakarta PA Salatiga 

11 
Drs. M. Danil, M.A 
NIP. 19650525.199403.1.005 

 
14-08-2020 PA Surakarta PA Bekasi 

12 
Drs. M. Danil, M.A 
NIP. 19650525.199403.1.005 

 
14-08-2020 PA Surakarta PA Bekasi 

13 Drs. Waluyo, S.H. 
NIP. 19580102.198603.1.003 12-08-2020 PA Yogyakarta PA 

Surakarta 

14 Drs. H. Karmin, M.H. 
NIP. 19660728.199403.1.004 19-08-2020 PA Donggala PA 

Surakarta 

15 Drs. Shonhaji Mansur, M.H. 
NIP. 19560815.198303.1.008 19-08-2020 PA Brebes PA 

Surakarta 

16 Siti Sholihah, S.H., M.H. 
NIP. 19581024.197903.2.001 19-08-2020 PA Boyolali PA 

Surakarta 

17 Drs. Mutakin 
NIP. 19610717.199403.1.002 19-08-2020 PA Lumajang PA 

Surakarta 

18 Hj. Istriyah, S.H. 
NIP. 19620301.198203.2.005 15-10-2020 PA Surakarta PTA 

Semarang 

19 Tri Purwani, S.H., M.H. 
NIP. 19680611.199403.2.011 16-10-2020 PA Surakarta PA 

Wonogiri 

20 Uswatun Chasanah, S.H. 
NIP. 19680815 199403 2 003 16-10-2020 PA Surakarta PA 

Wonogiri 
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21 Danang Sanjaya, S.H. 
NIP. 19850819.201503.1.001 16-10-2020 PA Surakarta PA 

Wonogiri 

22 Korizah Triahany, S.H. 
NIP. 19861231.201212.2.001 17-10-2020 PA Surakarta 

PA 
Karangany

ar 

23 H. Wasalam, S.H. 
NIP. 19610315.199103.1.004 19-10-2020 PA Sukoharjo PA 

Surakarta 

24 H. Subagyo Haryanto, S.H. 
NIP. 19640510.198503.1.010 19-10-2020 PA Wonogiri PA 

Surakarta 

25 Ali Haidar, S.H. 
NIP. 19841214.200904.1.001 19-10-2020 PA Demak PA 

Surakarta 

26 Riyanto, S.E. 
NIP. 19810729.200604.1.002 19-10-2020 PA Sragen PA 

Surakarta 

27 Yusron Trisno Aji, S.Sy.,M.H. 
NIP. 19871113.201403.1.006 19-10-2020 

Analis Perkara 
Peradilan  

PA Surakarta 

PP PA 
Surakarta 

 

TABEL 3.6 

DATA MUTASI KEPANGKATAN PEGAWAI TAHUN 2020 

NO NAMA GOL 
LAMA 

GOL 
BARU 

TMT 
KETERANG

AN 

1 
Fitri Istiawan, S,H. 

NIP. 19820722 200604 1 001 
III/b III/c 01-04-2020 Terealisasi 

2 
Siti Sholihah, S.H., M.H. 

NIP. 19581024.197903.2.001 
IV/c IV/d 01-10-2020 Terealisasi 

 

TABEL 3.7 

DATA KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI TAHUN 2020 

NO NAMA MASA 
KERJA TMT KETERANGAN 

1 
Hj. Dwi Murtini, S.IP. 

NIP. 19630518.198501.2.003 
30  Tahun   01-01-2020 Terealisasi 

2 
Topo Cipto Nugroho, A.Md. 

NIP. 19761128.200801.1.007 
10 Tahun  01-01-2020 Terealisasi 
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3 
Dr. Drs. Muhlas , S.H., M.H. 

NIP. 19660430.199203.1.001 
28 Tahun  01-03-2020 Terealisasi 

4 
Praptiningsih, S.H., M.H. 

NIP. 19571203.199003.2.001 
30 Tahun  01-03-2020 Terealisasi 

5 
Drs. H. Wahid Afani, MSI. 

NIP. 19570608.199003.1.002 
30 Tahun 01-03-2020 Terealisasi 

6 
Drs. H. Makmun, M.H. 

NIP. 19630809.199203.1.004 
28 Tahun  01-03-2020 Terealisasi 

7 
Dra. Nurhayati, M.H. 

NIP. 19681220.199403.2.007 
26 Tahun 01-03-2020 Terealisasi 

8 
Tri Purwani, S.H., M.H. 

NIP. 19680611.199403.2.011 
26 Tahun 01-03-2020 Terealisasi 

9 
Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H. 

NIP. 19670925.199403.2.004 
26 Tahun 01-03-2020 Terealisasi 

10 
Umi Sangadah, S.H. 

NIP. 19620501.199003.2.003 
28 Tahun 01-03-2020 Terealisasi 

11 
Yusron Trisno Aji, S.Sy.,M.H. 

NIP. 19871113.201403.1.006 
6 Tahun 01-03-2020 Terealisasi 

12 
Diana Rulianti, S.Kom., M.Eng. 

NIP. 19810304.200604.2.004 
14 Tahun  01-04-2020 Terealisasi 

13 
Sukarmin 

NIP. 19770310.201408.1.002 
17 Tahun  01-11-2020 Terealisasi 

14 
Korizah Triahany, S.H. 

NIP. 19861231.201212.2.001 
8 Tahun  01-12-2020 Terealisasi 

15 
Niken Amboro, S.H. 

NIP. 19880917.201212.2.001 
8 Tahun  01-12-2020 Terealisasi 

 

 

B. PENSIUN 

Pensiun adalah berakhirnya masa kerja Pegawai Negeri Sipil baik karena 

telah memasuki usia pensiun maupun karena alasan lain sesuai undang-

undang. Selama tahun 2020 pegawai Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A 

yang pensiun sebagaimana data berikut. 
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TABEL 3.8 

DATA PEGAWAI PENSIUN TAHUN 2020 

NO NAMA MASA 
KERJA TMT KET 

1 Dra. Hj. Chairiyah 
NIP. 195412071985032002 

34 Tahun 
10 Bulan 01/01/2020 Reguler 

2 H. Ibrahim Asfari, S.H. 
NIP. 195503031983031006 

36 Tahun 
03 Bulan 01/04/2020 Reguler 

3 H. Zubaidi, S.H. 
NIP. 195505051983031011 

40 Tahun 
03 Bulan 01/06/2020 Reguler 

4 H. Makarim 
NIP. 196205151990031004 

30 Tahun 
03 Bulan 01/06/2020 Reguler 

5 H. Suyanto, S.H., M.H. 
NIP. 195506141983031003 

34 Tahun 
03 Bulan 01/07/2020 Reguler 

 

C. DIKLAT 

Diklat adalah penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam rangka 

meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan jabatan tertentu. 

Kebutuhan diklat adalah jenis diklat yang dibutuhkan oleh seorang pemegang jabatan 

atau pelaksana pekerjaan tiap jenis jabatan atau unit organisasi untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam melaksanakan tugas yang efektif dan 

efisien. Berikut ini data pegawai yang mengikuti diklat pada tahun 2020: 

 

TABEL 3.9 

DATA PEGAWAI YANG MENGIKUTI DIKLAT TAHUN 2020 

NO NAMA JENIS DIKLAT WAKTU KET 

1 Diana Rulianti, S.Kom., M.Eng. 
NIP. 19810304.200604.2.004 Diklat PKP 

09-2020 
s.d 

12-2020 
LULUS 

2 Adi Praswara Ary, S.H., M.H. 
NIP. 19820416 201101 2 012 Diklat PP 

6-11-2020 
s.d 

23-11-2020 
LULUS 
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D. HUKUMAN DISIPLIN 

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A memproses hukuman 

disiplin untuk satu orang pegawai atas nama Mujiati, S.E,S.H. Yang bersangkutan telah 

tidak masuk kantor sejak bulan Februari 2020 tanpa alasan yang jelas dan tidak 

diketahui lagi keberadaannya. Sampai saat ini Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A 

masih menunggu hasil proses pengusulan pemberhentian yang bersangkutan sebagai 

Aparatur Sipil Negara. 

 

E. REGULASI 

Selama tahun 2020 Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A mengeluarkan                           

120 (Seratus dua puluh) regulasi berbentuk Surat Keputusan pimpinan dengan tujuan 

penataan administrasi sebagaimana data berikut: 

 

TABEL 3.10 

DATA REGULASI TAHUN 2020 

NO NOMOR KETERANGAN 

1 W11-A31/02/OT.00/I/2020 
SK Tentang Pembagian Tugas dan Uraian 
Jabatan 

2 W11-A31/03/HK.05/I/2020 
SK Penunjukan Majelis Hakim dan 
Panitera Sidang 

3 W11-A31/04/HK.05/I/2020 SK Penunjukan Mediator 

4 W11-A31/67/HK.05/I/2020 
SK Penetapan Panjar Biaya Perkara 
Prodeo 

5 W11-A31/68/HK.05/I/2020 
SK Penetapan Standar Prosedur Baku 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP) 

6 W11-A31/69/HK.05/I/2020 
SK Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (PTSP) 

7 W11-A31/70/HK.05/I/2020 SK Pembentukan Tim Layanan E-Court 

8 W11-A31/71/HK.05/I/2020 SK Petugas Khusus Pelayanan E-Court 

9 W11-A31/72/HK.05/I/2020 
SK Penetapan Besarnya Biaya 
Administrasi Penyelesaian Perkara 

10 W11-A31/73/HK.05/I/2020 
SK Penunjukan Koordinator Penanganan 
Bantuan Panggilan/Pemberitahuan 

11 W11-A31/74/HK.05/I/2020 SK Penetapan Urutan Senioritas Hakim 

12 W11-A31/74a/HK.05/I/2020 
SK Penetapan Urutan Senioritas 
Panitera/Panitera Pengganti 
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13 W11-A31/75/OT.00/I/2020 
SK Pembentukan Tim Penyusunan Reviu 
Standar Operasional Prosedur 

14 W11-A31/76/OT.01/I/2020 SK Penetapan IKU 2019 

15 W11-A31/77/OT.01/I/2020 SK Tim Penyusun Laporan Keuangan 
16 W11-A31/78/OT.01/I/2020 SK Tim Penyusun Laporan Tahunan 

17 W11-A31/79/OT.01/I/2020 
SK Pembentukan Tim Penyusunan Reviu 
Renstra 2015-2019 

18 W11-A31/80/OT.01/I/2020 
SK Penunjukan Tim Reviu Penetapan 
Indikator Kinerja Utama 

19 W11-A31/81/OT.01/I/2020 SK Penunjukan Tim Reviu SAKIP 
20 W11-A31/82/OT.01/I/2020 SK Tim Penyusunan Reviu SOP 

21 W11-A31/83/KU.01/I /2020 
SK Penunjukan PPK,PPSPM, Bendahara 
Pengeluaran dan Pengelola Keuangan 
DIPA 01 

22 W11-A31/84/KU.01/I /2020 
SK Penunjukan PPK,PPSPM, Bendahara 
Pengeluaran dan Pengelola Keuangan 
DIPA 04 

23 W11-A31/86/HK.05/I/2020 SK Panjar Biaya Perkara (Lampiran) 

24 W11-A31/87/HK.05/I/2020 
SK Penunjukan Tim Pengelola Biaya 
Administrasi Penyelesaian Perkara 

25 W11-A31/88/KP.04.2/I/2020 
SK Kenaikan Gaji Berkala a.n. Dr. Drs. 
Muhlas, S.H., M.H. 

26 W11-A31/89/KP.04.2/I/2020 
SK Kenaikan Gaji Berkala a.n. 
Praptiningsih, S.H., M.H. 

27 W11-A31/90/KP.04.2/I/2020 
SK Kenaikan Gaji Berkala a.n. Drs. H. 
Wahid Afani, M.SI. 

28 W11-A31/91/KP.04.2/I/2020 
SK Kenaikan Gaji Berkala a.n. Drs. H. 
Makmun, M.H. 

29 W11-A31/92/KP.04.2/I/2020 
SK Kenaikan Gaji Berkala a.n. Dra. 
Nurhayati, M.H. 

30 W11-A31/93/KP.04.2/I/2020 
SK Kenaikan Gaji Berkala a.n. Tri Purwani, 
S.H., M.H. 

31 W11-A31/94/KP.04.2/I/2020 
SK Kenaikan Gaji Berkala a.n. Zumtini 
Mustofiyah 

32 W11-A31/95/KP.04.2/I/2020 
SK Kenaikan Gaji Berkala a.n. Umi 
Sangadah, S.H. 

33 W11-A31/96/KP.04.2/I/2020 
SK Kenaikan Gaji Berkala a.n. Diana 
Rulianti, S.Kom, M.Eng. 

34 W11-A31/97/PS.00/I/2020 SK Penunjukan Hakim Pengawas Bidang 

35 W11-A31/98/KP.04.6/I/2020 
SK Pembentukan Badan Pertimbangan 
Jabatan dan Kepangkatan 
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36 W11-A31/99/KP.02.1/I/2020 
SK Penunjukan Pengawas Penegakan 
Disiplin Kerja 

37 W11-A31/100/HM.02.1/I/2020 
SK Penunjukan Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

38 W11-A31/101/HM.01.1/I/2020 
SK Penunjukan Penanggung Jawab 
Hubungan Masyarakat 

39 W11-A31/102/KP.02.1/I/2020 SK Penunjukan Petugas Presensi Pegawai 

40 W11-A31/103/HM.01.2/I/2020 SK Penunjukan Ajudan Pimpinan 

41 W11–A 31/104/KU.01/I /2020 SK Penunjukan Bendahara Pengeluaran 

42 W11–A 31/105/KU.01/I /2020 SK Penunjukan Bendahara Penerimaan 

43 W11–A 31/110/PL.01/I /2020 
SK Penunjukan Pengguna dan Penanggung 
Jawab Kendaraan Dinas 

44 W11–A 31/110a/PL.01/I /2020 
SK Penunjukan Pengguna dan Penanggung 
Jawab Laptop 

45 W11-A31/111 /KP.04.2/I/2020 
SK Kenaikan Gaji Berkala a.n. Yusron 
Trisno Aji, S.Sy., M.H. 

46 W11-A31/111a/OT.01.3/I/2020 
SK Penghargaan dan Sanksi Pelayanan 
Masyarakat 

47 W11-A31/112/ PS.00/I/2020 SK Penunjukan Tim Pemeriksa Pengaduan 

48 W11-A31/113/ PL.01/I/2020 SK Penggunaan Ruangan Posbakum 

49 W11-A31/115/HK.05/I/2020 
SK Penunjukan Petugas Layanan 
Pengaduan 

50 W11-A31/116/HM.02.1/I/2020 
SK Jenis Informasi di Pengadilan Agama 
Surakarta Kelas 1A 

51 W11-A31/117/OT.01.3/I/2020 SK Benturan Kepentingan 

52 W11-A31/117a/OT.01.3/I/2020 
SK Pola Mutasi Internal Pengadilan Agama 
Surakarta Kelas 1A 

53 W11-A31/118/OT.01.3/I/2020 SK Pengendalian Gratifikasi 

54 W11-A31/119/HK.05/I/2020 
SK Petugas Pengelola Sisa Panjar Biaya 
Perkara 

55 W11-A31/129/KP.00.2/I/2020 
SK Pengangkatan Kembali Tenaga Kontrak 
a.n. Iwan Triyanto 

56 W11-A31/130/KP.00.2/I/2020 
SK Pengangkatan Kembali Tenaga Kontrak 
a.n. Mila Edyun Safitri, S.H. 

57 W11-A31/131/KP.00.2/I/2020 
SK Pengangkatan Kembali Tenaga Kontrak 
a.n. Indah Sri Lestari, S.E. 

58 W11-A31/132/KP.00.2/I/2020 
SK Pengangkatan Kembali Tenaga Kontrak 
a.n. Sari Setyowati, S.H. 

59 W11-A31/133/KP.00.2/I/2020 
SK Pengangkatan Kembali Tenaga Kontrak 
a.n. Suudiyah Norma Novida, S.Kom. 
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60 W11-A31/134/KP.00.2/I/2020 
SK Pengangkatan Kembali Tenaga Kontrak 
a.n. Munadji 

61 W11-A31/135/KP.00.2/I/2020 
SK Pengangkatan Kembali Tenaga Kontrak 
a.n. Supanto 

62 W11-A31/136/KP.00.2/I/2020 
SK Pengangkatan Kembali Tenaga Kontrak 
a.n. Andi Rusmin, S.Kom. 

63 W11-A31/137/KP.00.2/I/2020 
SK Pengangkatan Kembali Tenaga Kontrak 
a.n. Danang Cahyo Sugiyarso 

64 W11-A31/138/OT.01.3/I/2020 SK Pembentukan Tim Manajemen Resiko 

65 W11-A31/139/OT.00.1/I/2020 
SK Pembagian Tugas Ketua dan Wakil 
Ketua 

66 W11-A31/140/HK.05/I/2020 
SK Penunjukan Tim Pengelola Sistem 
Informasi Penelusuran Perkara 

67 W11-A31/141/PL.09/I/2020 SK Penunjukan Petugas Kearsipan 

68 W11–A31/142/PL.07/I/2020 
SK Penunjukan Petugas Penyimpanan 
Barang 

69 W11-A31/143 /HM.02.2/I/2020 SK Penunjukan Petugas Perpustakaan 

70 W11-A31/144/HM.01.1/I/2020 SK Penunjukan Petugas Protokoler 

71 W11-A31/145 /KP.05.3/I/2020 SK Penunjukan Tim Penggerak Olah Raga 

72 W11-A31/146/HK.05/I/2020 SK Standar Pelayanan Peradilan 

73 W11-A31/149/OT.01/I/2020 SK Tim Penyusun Renstra 2020 - 2024 

74 W11-A31/154/HM.01/I/2020 SK Tim Penguji Posbakum 

75 W11-A31/170a/HK.05/I/2020 SK Alih Media Arsip 

76 W11-A31/178/HM.02.3/I/2020 
SK Penunjukan Tim Pengelola Teknologi 
Informasi dan Website 

77 W11-A31/418/KP.04.2/II/2020 SK KGB a.n. Mujiati, S.E., S.H. 

78 W11-A31/575/KP.02.2/II/2020 
SK Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan 
Teguran Lisan a.n. Mujiati, S.E., S.H. 

79 W11-A31/575/KP.04.6/III/2020 
SK Pembentukan Panitia Pelaksana 
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah 
Wakil Ketua dan Pelantikan Hakim 

80 W11-A31/661/KP.04.6/III/2020 
SK Revisi Pembentukan Badan 
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 

81 W11-A31/662/KP.02.1/III/2020 
SK Revisi Penunjukan Pengawas 
Penegakan Disiplin Kerja 

82 W11-A31/665 /HK.05/III/2020 
SK Penunjukan Majelis Hakim dan 
Panitera Sidang 

83 W11-A31/656/PS.00/III/2020 
SK Revisi Penunjukan Hakim Pengawas 
Bidang 
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84 W11-A31/1519/HK.05/VIII/2020 SK Penetapan Urutan Senioritas Hakim 

85 W11-A31/812/KP.02.2/III/2020 
SK Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan 
Teguran Tertulisa.n. Mujiati, S.E., S.H. 

86 W11-A31/893/KP.02.2/IV/2020 
SK Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan 
Pernyataan Tidak Puas a.n. Mujiati, S.E. 

87 W11-A31/1032/HK.05/VI/2020 
SK Revisi Penunjukan Majelis Hakim dan 
Panitera Sidang 

88 W11-A31/1072/HM.01.1/VI/2020 
SK Pembentukan Pengurus Ikatan Hakim 
Indonesia (IKAHI) 

89 W11-A31/1073/HM.01.1/VI/2020 
SK Pembentukan Pengurus Ikatan 
Panitera/Sekretaris /Panitera Pengadilan 
Indonesia (IPASPI) 

90 W11-A31/1075/KP.05.5/VI/2020 
SK Pembentukan Pengurus Persatuan 
Koperasi "Al Hikmah” 

91 W11-A31/1074/KP.05.3/VI/2020 
SK Pembentukan Pengurus Persatuan 
Tenis Warga Peradilan (PTWP) 

92 W11-A31/1077/KP.03/VI/2020 
SK Pembentukan Pengurus Pengumpul 
Zakat, Infaq dan Shodaqoh serta Dana 
Sosial 

93 W11-A31/1076/KP.03/VI/2020 
SK Pembentukan Pengurus Musholla ''Al 
Mahkamah" 

94 W11-A31/1160/OT.00/VI/2020 
SK Penunjukan Tim Kreator Profil Zona 
Integritas 

95 W11-A31/1233/KP.04.6/VII/2020 
SK Pengangkatan Juru Sita Pengganti Lokal 
a.n. Anang Ashri Romdhoni, S.Kom. 

96 W11-A31/1315a/KP.04.6/VII/2020 SK PLH Ketua a.n. Drs. H. Arif Puji 
Haryono, S.H., M.S.I. 

97 W11-A 31/1379/KU.01/VII /2020 
SK Penunjukan PPK,PPSPM, Bendahara 
Pengeluaran dan Pengelola Keuangan 
DIPA 01 

98 W11-A 31/1380/KU.01/VII /2020 
SK Penunjukan PPK,PPSPM, Bendahara 
Pengeluaran dan Pengelola Keuangan 
DIPA 04 

99 W11–A 31/1383/KU.01/VII /2020 SK Penunjukan Bendahara Pengeluaran 

100 W11-A31/1450/KP.04.6/VIII/2020 SK PLH Ketua a.n. Drs. Musaddad Zuhdi, 
M.H. 

101 W11-A31/1476/KP.04.6/VIII/2020 
SK Pembentukan Panitia Pelaksana 
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah 
Wakil Ketua PA Surakarta 

102 W11-A31/1516/OT.01.3/VIII/2020 
SK Revisi Penunjukan Tim Penjaminan 
Mutu 

103 W11-A31/1517/PS.00/VIII/2020 
SK Revisi Penunjukan Tim Pembangunan 
Zona Integritas 
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104 W11-A31/1518/PS.00/VIII/2020 
SK Revisi Penunjukan Hakim Pengawas 
Bidang 

105 W11-A31/1519/PS.00/VIII/2020 SK Penetapan Urutan Senioritas Hakim 

106 W11-A31/1521/KP.04.6/VIII/2020 SK Pembentukan Badan Pertimbangan 
Jabatan dan Kepangkatan 

107 W11-A31/1522/KP.02.1/VIII/2020 SK Revisi Penunjukan Pengawas 
Penegakan Disiplin Kerja 

108 W11-A31/1523/HM.05/VIII/2020 
SK Pembentukan Tim Survei Indeks 
Kepuasan Masyarakat Pengguna 
Pengadilan 

109 W11-A31/1524/HK.05/VIII/2020 SK Pembentukan Tim Publikasi Putusan 

110 W11-A31/1525/PS.00/VIII/2020 SK Penunjukan Tim Assesor Internal 

111 W11-A31/1526/PS.00/VIII/2020 
SK Pembentukan Satuan Tugas Sapu 
Bersih Pungutan Liar 

112 W11-A31/1527/OT.01.3/VIII/2020 
SK Pembentukan Tim Penyusunan Risk 
Register 

113 W11-A31/1529/OT.01.3/VIII/2020 
SK Penunjukan Tim Penilai Role Model 
dan Agen Perubahan 

114 W11-A31/1533a/PL.07/VIII/2020 SK Penanggung Jawab Ruang Tamu Temu 

115 W11-A31/1576/HK.05/IX/2020 
SK Penunjukan Majelis Hakim, Panitera 
Sidang dan Mediator 

116 W11-A31/1670/KP.04.2/IX/2020 
SK Kenaikan Gaji Berkala a.n. Sukarmin, 
S.H 

117 W11-A31/1671/KP.04.2/IX/2020 
SK Kenaikan Gaji Berkala a.n. Korizah 
Triahany, S.H 

118 W11-A31/1672/KP.04.2/IX/2020 
SK Kenaikan Gaji Berkala a.n. Niken 
Amboro, S.H 

119 W11-A31/1702/OT.01.3/IX/2020 
SK Role Model Pimpinan dalam 
Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja 

120 W11-A31/1703/OT.01.3/IX/2020 SK Penetapan Agen Perubahan 
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BAB IV 

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA 

DAN TEKNOLOGI INFORMASI 
 

A. PENGELOLAAN KEUANGAN 

Anggaran Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A berasal dari Badan 

Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (DIPA 01) dan 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (DIPA 04). 

1. Pengelolaan DIPA 01 

a. Pendapatan Negara dan Hibah 

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang 

berakhir pada  31 Desember  2020 adalah sebesar  Rp. 0,- (nol rupiah)  

atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan 

sebesar Rp. 0,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang 

diterima oleh Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A adalah merupakan 

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya yang berasal dari 

pendapat sewa rumah dinas dan pengembalian persekot gaji. 

b. Belanja Negara 

Jumlah total besarnya anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A Tahun 

Anggaran 2020 nomor : DIPA-005.01.2.401180/2020  tanggal 12 

Nopember 2019 (DIPA Badan Urusan Administrasi) sama dengan 

jumlah usulan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara 

/ Lembaga (RKA-KL) Tahun 2020 sebesar Rp 8.948.682.000,-  (delapan 

milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan 

puluh dua ribu rupiah). 

Pengelolaan Keuangan pada Pengadilan Agama Surakarta Kelas 

1A sebagaimana Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / 

Lembaga (RKA-KL)  Tahun 2020 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA) Tahun 2020 menurut akun diklasifikasikan dalam  jenis belanja  

sebagai berikut : 
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1. Belanja Pegawai 

Belanja Pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan yang 

digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil. 

Realisasi anggaran belanja pegawai tersebut terinci sebagaimana tabel  

berikut: 

TABEL 4.1 

DATA REALISASI BELANJA PEGAWAI DIPA 01 TAHUN 2020 

 
KODE 

 
JENIS BELANJA / MAK 

 
PAGU DIPA 

(Rp) 

REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN 

TOTAL (Rp) % TOTAL 
(Rp) % 

1 2 3 4 5 6 7 
 

511111 

511119 

511121 

511122 

511123 

511124 

511125 

511126 

511129 

511151 

 

Belanja Gaji Pokok PNS 

Belanja Pembulatan Gaji PNS 

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 

Belanja Tunj. Anak PNS 

Belanja Tunj.Struktural PNS 

Belanja Tunj. Fungsional PNS 

Belanja Tunj. PPh. PNS 

Belanja Tunj. Beras PNS 

Belanja Uang Makan PNS 

Belanja Tunj. Umum PNS 

 

2,308,169,000 

32,000 

163390,000 

45,957,000 

40,320,000 

3,929,255,000 

527,475,000 

95,884,000 

426,070,000 

18,090,000 

 

2,300,551,480 

           30,714 

163,317,490 

 45,891,994 

40,320,000 

3,929,175,000 

523,440,295 

95,811,660 

407,779,000 

  17,720,000 

 

99.67 

95.98  

99.96 

99.86 

100 

100 

99.24 

99.92 

95.71 

97,95 

 

7,617,520 

              1,286 

            72,510 

            65.006 

                    0 

            80,000 

       4,034,705 

            72,340 

     18,291,000 

          370,000 

 

0,23 

4,12 

0,04 

0,14 

 0 

20 

0,76 

0,08 

4,29 

2,05 

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 7.554.642.000 7.524.037.721 99,59 30.604.367 0,41 

 

2. Belanja Barang 

Belanja Barang meliputi Belanja Barang Operasional, Belanja 

Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Biasa. Antara usulan 

dalam RKA-KL  2020 dengan realisasi dalam DIPA 2020 tidak terdapat 

perubahan jenis belanja dalam belanja barang. Anggaran belanja barang 

tersebut terinci sebagaimana tabel  berikut: 
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TABEL 4.2 

DATA REALISASI BELANJA BARANG DIPA 01 TAHUN 2020 

 
KODE 

 
JENIS BELANJA / MAK 

 
PAGU DIPA 

(Rp) 

REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN 

TOTAL (Rp) % TOTAL 
(Rp) % 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

524111 

 

521111 

521114 

521115 

521119 

521811 

522111 

522112 

523111 

523121 

523119 

 

BELANJA NON OPERASIONAL 

Belanja Perjalanan Biasa 

BELANJA BARANG OPERASIONAL 

Belanja Keperluan Perkantoran 

Belanja Biaya Surat Dinas Pos 

Belanja Honor Operasional Satuan 

Belanja Barang Operasional Lainnya 

Belanja Barang Konsumsi 

Belanja Langanan Listrik 

Belanja Langganan Telepon 

Belanja Pemeliharaan Gedung 

Belanja Pemeliharaan Peralatan 

Belanja Pemeliharaan Gedung  

Lainnya 

 

 

66.440,000 

 

434,380,000 

    1,200,000 

  43.500,000 

  72,148,000 

  30,000,000 

  86,400,000 

    2,700,000 

149,770,000 

120,500,000 

       500.000 

 

 

63,918,200 

 

432,755,492 

        927,000 

   36.300,000 

  52.211,438 

  29,993,600 

  84,955,653 

1.907.715 

149,735,000   

107,497,641  

       500,000 

 

 

96.20 

 

99.63  

77.25 

83.45 

72.37 

99.98 

98.33 

70.66 

   99.98 

89.21 

100 

 

 

2,521,800 

 

1,624,508 

273,000 

     7,200,000 

   19,936,562 

             6,400 

     1,444,347 

792.285 

           35,000 

   13,002,359 

                  0 

 

 

3.80 

 

0.37 

23.75 

17.55 

27.73 

0.02 

1.77 

29.34 

0.02 

12.79 

0 

Realisasi Belanja Barang Tahun 2019 1,007,538,000 958,794,024 94.62 62.848.261 5.38 

 

3. Belanja Modal 

Belanja modal meliputi pengadaan sarana dan prasarana di 

Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A yang nantinya tercatat sebagai 

aset negara. Belanja modal tersebut terinci sebagaimana tabel  berikut: 

 

TABEL 4.3 

DATA REALISASI BELANJA MODAL DIPA 01 TAHUN 2020 

 
KODE 

 
JENIS BELANJA / MAK 

 
PAGU DIPA 

(Rp) 

REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN 

TOTAL (Rp) % TOTAL 
(Rp) % 

1 2 3 4 5 6 7 

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 225.000.000 224.437.500 99,72 562.500 0,28 

Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 225.000.000 224.437.500 99,72 562.500 0,28 
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2. Pengelolaan DIPA 04 

a. Pendapatan Negara dan Hibah 

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang 

berakhir pada  31 Desember  2020 adalah sebesar  Rp. 95.385.000,- 

(sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)  

atau dibawah target tahun lalu sebesar Rp. 116.395.900 yang 

merupakan pendapatan tahun 2019. Keseluruhan Pendapatan Negara 

dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A 

adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang 

berasal dari penerimaan perkara. Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP 

per 31 Desember 2020 sebagaimana tabel  berikut :  

 

TABEL 4.4 

DATA ESTIMASI DAN REALISASI 

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DIPA 04 TAHUN 2020 

 
NO 

 
URAIAN 

PENDAPATAN                                   
Tahun 2019 

( Rp) 

REALISASI 
Tahun 2020 

 ( Rp ) 

1 
Pendapatan Uang Meja (leges) dan 
Upah pada Panitera Badan Pengadilan 
(Peradilan) 

518.000 10.000 

2 Pendapatan Ongkos Perkara 37.775.000 37.025.000 

3 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan 
Lainnya 78.102.900 58.350.000 

Jumlah PNBP DIPA 04 116.395.900 95.385.000 

 

b. Belanja Negara 

Jumlah total besarnya anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A Tahun 

Anggaran 2020 nomor : DIPA-005.01.2.401181/2020  tanggal 12 

Nopember 2019 (DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) 

sama dengan jumlah usulan dalam Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL) Tahun 2020 sebesar                
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Rp 32.500.000,-  (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Rincian 

belanja negara dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 

TABEL 4.5 

DATA REALISASI BELANJA NEGARA DIPA 04 TAHUN 2020 

 
NO 

 
JENIS BELANJA / MAK 

 
PAGU DIPA 

(Rp) 

REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN 

TOTAL (Rp) % TOTAL 
(Rp) % 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1 
 
 

2 

 
Bantuan Pembebasan Biaya Perkara 
 
 
Konsultasi Jasa Layanan Hukum  

 
2.500.000 

 
 

30.000.000 

 
2.500.000 

 
 

29.600.000 

 
100 

 
 

98,94 

 
0 

 
 

400.000 

 
0 

 
 

1,23 

Realisasi Belanja Negara DIPA 04 Tahun 2019 32.500.000 31.100.000 98,77 400.000 1,23 

 
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 

1. Pengelolaan 

a. Gedung Kantor 

Gedung kantor Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A bertempat 

di Jalan Veteran 273, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta berdiri  di 

atas tanah seluas 741 M2 dengan luas bangunan gedung 1.160 M2, 

hingga tahun 2020 nilai aset tanah dan gedung bangunan tersebut 

adalah  Rp. 19.304.625.000 (sembilan belas milyar tiga ratus empat juta 

enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).  

- Luas lantai satu = 514,09 M2 

- Luas lantai dua = 474,09 M2 

Gedung Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A telah memenuhi 

standar prototype Mahkamah Agung dari segi bentuk muka bangunan, 

namun dalam pelaksanaannya masih menemui kendala karna luas 

bangunan yang tidak memadai sehingga sulit memenuhi kebutuhan 

pegawai dan pencari keadilan. Diantaranya kurangnya lahan parkir, 

kondisi ruang tunggu dan ruang pelayanan yang sempit, ruang kerja 

yang sempit dan sulit menjaga jarak antar pegawai, tidak memiliki 

ruang perpustakaan dan ruang arsip yang memadai. 
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b. Rumah Dinas 

Rumah dinas Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A bertempat di                  

Jl. Sidoluhur no.45, Kecamatan Grogol, Kota Surakarta berdiri  di atas 

tanah seluas 160 M2 dengan luas bangunan gedung 50 M2, hingga tahun 

2020 nilai aset tanah dan gedung bangunan tersebut adalah                            

Rp 1.109.824.000 (satu milyar seratur sembilan juta delapan ratus dua 

puluh empat ribu rupiah) namun kondisi rumah dinas tersebut sudah 

tidak layak huni dikarenakan seringnya terkena banjir dan telah lama 

tidak digunakan. 

c. Kendaraan Dinas 

Sampai dengan tahun 2020 Pengadilan Agama Surakarta Kelas 

1A mengelola kendaraan dinas berupa 4 Buah Kendaraan Roda 4 dan 4 

Buah Kendaraan Roda 2. 1 Buah Kendaraan Roda 4 merk Toyota 

Avanza dengan plat nomor B 2678 UQ adalah hasil transfer masuk dari 

Mahkamah Agung pada tahun 2020. Adapun rincian kendaraan dinas 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

TABEL 4.6 

DATA KENDARAAN DINAS TAHUN 2020 

NO JENIS NOMOR 
PLAT 

TAHUN 
PEROLEHAN 

HARGA 
PEROLEHAN 

1 Toyota Kijang 
Innova AD 95 A 2009 163.915.734 

2 Toyota Avanza AD 9507 PU 2015 179.000.000 

3 Suzuki Futura AD 9505 CH 1996 15.700.000 

4 Toyota Avanza B 2678 UQ 2007 110,355,000 

5 Honda GLP AD 9706 CA 2006 17.500.000 

6 Honda Supra AD 9868 DH 2007 14.469.000 

7 Honda Supra AD 9962 DH 2006 15.000.000 

8 Honda Supra AD 9643 AA 2008 14.892.000 
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d. Peralatan dan Mesin 

Sampai dengan tahun 2020 Pengadilan Agama Surakarta Kelas 

1A mengelola sarana dan prasarana berupa peralatan dan mesin 

dengan rincian sebagai berikut: 

TABEL 4.7 

DATA PERALATAN DAN MESIN TAHUN 2020 

NO JENIS KUANTITAS NILAI ASET 

1 Personal Komputer dan Laptop 55 Buah 437.528.446 

2 Printer 30 Buah 51.651.775 

3 Jaringan Komputer 3 Set 48.340.000 

4 Telepon / Fax 10 Buah 6.855.000 

5 AC dan Kipas Angin 27 Buah 49.389.000 

6 Meubelair 268 Buah 392.791.100 

7 Alat Rumah Tangga Lainnya 26 Buah 48.245.500 

8 Peralatan Studio 6 Set 30.136.000 

9 Lemari dan Brankas 63 Buah 112.033.500 

10 Peralatan dan Mesin Lainnya 41 Buah 51.835.250 

 

e. Aset tetap lainnya 

Aset tetap lainnya berupa 1 Buah alat musik senilai Rp. 5.400.000 (lima 

juta empat ratus ribu rupiah) dan 52 Buah buku perpustakaan senilai             

Rp. 6.656.180 (enam juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus 

delapan puluh rupiah). 

 

2. Pengadaan dan Penghapusan 

Pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Surakarta Kelas 

1A tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 225.000.000 (dua ratus dua 
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puluh lima juta rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 224.437.500 (dua 

ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus 

rupiah) atau sebesar 99,75% dari total anggaran. Rincian pengadaan sarana 

dan prasarana adalah sebagai berikut: 

 

TABEL 4.8 

DATA PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2020 

NO NAMA BARANG HARGA 
PEROLEHAN 

KUANTITAS JUMLAH 

1 Genset 199.437.500 1 199.437.500 

2 PC 12.500.000 2 25.000.000 

Total Pengadaan Tahun 2020 224.437.500 
 

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A tidak 

mengadakan penghapusan sarana dan prasarana kantor, beberapa sarana 

dan prasarana yang dalam kondisi tidak layak masih digunakan 

dikarenakan belum adanya pengadaan sarana dan prasarana pengganti. 

 
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI 

1. IMPLEMENTASI e-COURT 

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan 

terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran 

Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, 

Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen 

persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) sesuai Peraturan KMA 

(PERMA) nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara 

Elektronik. Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan 

dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat 

akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang 

Lingkup aplikasi e-Court adalah sebagai berikut :  

a. Pendaftaran Perkara Online (e-Filing) Pendaftaran Perkara Online dalam 

aplikasi e-Court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara 

gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Keuntungan 
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Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi e-Court yang bisa 

diperoleh dari aplikasi ini adalah :  

1. Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.  

2. Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi 

chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.  

3. Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan 

media.  

4. Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat  

b. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment) Dalam pendaftaran perkara, 

pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara 

elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan 

dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang PENDAFTARAN PERKARA 

PENGGUNA TERDAFTAR Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung telah 

ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga 

ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar 

sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau 

eSKUM. Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM 

akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual 

untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.  

c. Pemanggilan Elektronik (e-Summons) Sesuai dengan Perma No.3 Tahun 2018 

bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-

Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan dilakukan secara 

elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan 

tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual 

dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta 

persetujuan apakah setuju dipanggilan secara elektronik atau tidak, jika setuju 

maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili 

elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara 

manual seperti biasa  

d. Persidangan Elektronik (e-Litigasi) Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal 

persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen 

persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara 

elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak. 
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Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A pada tahun 2020 melayani perkara 
yang mendaftar melalui  e-Court serta data perkara melalui e-Litigasi dengan rincian 
data sebagai berikut: 

 

Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A juga telah memfasilitasi adanya Pojok e-

Court, dimana pojok e-Court ini berperan dalam optimalisasi pelayanan satu pintu di 

Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A dan dapat memberikan ruang informasi kepada 

masyarakat tentang e-Court. 

 
2. IMPLEMENTASI SIPP 

Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk menunjang kinerja pada Pengadilan 

Agama Surakarta Kelas 1A sudah berjalan dengan baik,  namun karena perkembangan 

teknologi informasi semakin waktu semakin cepat, maka dukungan untuk 

memaksimalkan teknologi informasi perlu dilakukan agar semakin menunjang kinerja 

untuk lebih baik lagi. Berikut bentuk dukungan teknologi informasi pada Pengadilan 

Agama Surakarta Kelas 1A Tahun 2020: 

1. Perangkat Keras 

a. Pengunaan Server SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) berbasis 

Linux Centos dan server SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Perkara 

Pengadilan Agama) berbasis Windows Server sebagai induk aplikasi 

administrasi keperkaraan 

b. Penambahan Personal Komputer dan Laptop sebagai alat kerja. 

c. LAN (Local Area Network) telah terpasang dengan baik sebagai sarana 

penghubung antar komputer di dalam gedung Pengadilan Agama Surakarta 
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Kelas 1A juga sebagai penghubung dengan jaringan luar (internet). Internet 

berlangganan pada CV. Jala Lintas Media sebesar 10 Mbps dirasa telah sesuai 

dengan anggaran tahun 2020. 

d. Pemanfaatan informasi dari aplikasi keperkaraan pada TV Media yang 

ditampilkan diruang tunggu sidang. 

e. Pengadaan 2 PC untuk kepaniteraan 

f. Hibah CCTV dari kantor BRI Surakarta yang sedang diproses untuk menjadi 

BMN pada tahun 2021 

2. Perangkat Lunak 

a. Pemanfaatan Aplikasi bidang Keperkaraan yaitu Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara (SIPP)  dan Sistem Informasi Administrasi Perkara 

Pengadilan Agama (SIADPA) sebagai aplikasi bersifat nasional yang datanya 

dapat saling terkoneksi dengan database pusat Mahkamah Agung Republik 

Indonesia. 

b. Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)  berbasis 

web sebagai sarana pencarian informasi bagi pihak berperkara dari mana saja 

dan kapan saja diperlukan. 

c. Pemanfaatan aplikasi bidang Kesekretariatan seperti Aplikasi SAS, GPP, 

SAIBA, SIMAK BMN, Persediaan, SIKEP, dan RKAKL 

d. Pemanfaatan aplikasi online seperti SIPP web, SatuDJA, RKAKL Online,               

e-Rekon, Simponi, Komdanas, Simari, Sikep BKN dan aplikasi online lainnya 

e. Pemanfaatan website Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A sebagai sarana 

informasi kepada publik. 

f. Adanya inovasi-inovasi berupa aplikasi pendukung kerja pada Pengadilan 

Agama Surakarta Kelas 1A, akan dijelaskan pada Bab V laporan ini. 
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BAB V 

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 
 

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU 

Akreditas Penjaminan Mutu Pengadilan Agama dilaksanakan 

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 

2918/DJA/OT.01.3/SK/10/2018, tanggal 24 Oktober 2018 Tentang 

Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama. 

Ada 7 Area yang menjadi tolok ukur penilaian, yaitu : 

1. Kepemimpinan (Leadership) 

2. Perencanaan Strategis (Strategic Planning) 

3. Fokus Pelanggan (Costumer Focus) 

4. Dokumen Sistem (Document System) 

5. Manajemen Sumber Daya (Resource Manajemen) 

6. Proses Manajemen (Procces Manajemen) 

7. Hasil Kerja (Performance Result) 

 

Pada Tahun 2020 Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A telah berhasi 

mempertahankan sertifikat Akreditasi dengan nilai “A Excelent”. Sesuai surat 

Keputusan Hasil Rapat Komite APM Badilag nomor 3955/DjA.3/HM.00 

/11/2020 tanggal 30 November 2020. 

 

 

Sesuai SK Ketua Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A nomor W11-

A31/1516/ OT.01.3/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, Tim Akreditasi 

Penjaminan Mutu, sesuai diagram berikut ini: 
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B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) 

Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A pada tahun 2020 telah berusaha 

terus menerus melakukan inovasi pelayanan seiring dukungan dari Mahkamah 

Agung RI dan Badan Peradilan Agama yang semakin gencar diserukan. Salah 

satu inovasin tersebut adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelayanan 

ini dilakukan agar para pencari keadilan dapat dilayani dengan lebih baik lagi. 

PSTP memungkinkan pencari keadilan untukdilayani oleh satu petugas saja 

untuk keseluruhan pelayanan yang diinginkan, tidak seperti sistem pelayanan 

terdahulu dimana pencari keadilan harus bolak balik ke beberapa loket yang 

berbeda untuk setiap pelayanannya. Petugas PTSP yang dibentuk sesuai SK 

Ketua Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A nomor W11-

A31/214/HK.05/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 diwajibkan penguasai 
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seluruh pelayanan yang berada di Pengadilan Agama, baik informasi produk 

hingga tata cara berperkara di Pengadilan, dengan adanya PTSP masing-masing 

petugas harus dapat melayani pencari keadilan dengan Senyum, Salam, dan 

Sapa (3S) setiap saat. 

Tampilan ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama 

Surakarta Kelas 1A tahun 2020 untuk mengurangi kontak langsung pegawai 

dengan masyarakat selama masa Pandemi, meja PTSP diberi sekat plastik, 

seperti gambar dibawah ini: 

Gambar 5.1 
RUANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

 
C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK 

Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A terus menerus melakukan inovasi 

terkait pelayanan publik, pada tahun 2020 inovasi yang dilakukan telah 

mencapai 11 macam inovasi, yaitu sebagai berikut : 

1. Aplikasi HIK SMART 

Smartphone sudah menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia saat 

ini, sebagai teknologi yang menunjang kehidupan disisi komunikasi dan 

pemenuhan kebutuhan informasi bagi manusia. Pengadilan Agama 
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Surakarta Kelas 1A menyediakan fasilitas HIK SMART sebagai salah satu 

media informasi bagi masyarakat umum dan khususnya para pihak yang 

berperkara di Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A. Aplikasi ini dapat 

diunduh di Play Store secara gratis oleh pengguna smartphone yang 

didalamnya berisi informasi-informasi terkait Pengadilan Agama Surakarta 

Kelas 1A, seperti Sejarah Pengadilan, Jadwal Sidang, Biaya Perkara, Antrian 

Sidang Online dan lain-lain. Kami berharap aplikasi ini dapat bermanfaat 

bagi masyarakat pencari keadilan. 

Gambar 5.2 

Halaman Depan Aplikasi HIK SMART 

 

Gambar 5.3 

Contoh Antrian Sidang melalui aplikasi HIK SMART 
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2. Aplikasi e-INSTRUMEN 

Ini adalah aplikasi instrumen digital tundaan sidang dan atau 

pemberitahuan isi putusan dari Tim Majelis kepada Jurusita/JSP. Melalui 

aplikasi ini, begitu sidang dinyatakan selesai, seketika perintah dapat 

diunduh oleh Jurusita. Aplikasi ini untuk menjawab tantangan percepatan 

penyelesain perkara dan one day minut one day publis dan one day servis.  

Gambar 5.4 

Screenshot Aplikasi e-INSTRUMEN 

 

3. Aplikasi SIMKERJA 

SIMKERJA (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kerja) 

merupakan alat bantu untuk memonitoring dan evaluasi kinerja aparatur 

Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A khususnya lingkup kepaniteraan 

serta mendukung dalam optimalisasi dan efektifitas penggunaan SIPP. Hal-

hal yang dimonitor antara lain Penundaan Persidangan, Kelengkapan Data 

Saksi, Perkiraan BHT, Penetapan Ikrar Talak, Penerbitan Akta Cerai. Dengan 

adanya alat yang mudah digunakan untuk memonitor ini, diharapkan dapat  

mempercepat dalam proses administrasi keperkaraan sesuai dengan asas 

Peradilan yaitu “cepat”. 

Selain itu SIMKERJA terdapat fitur statistik seperti Perceraian PNS, 

Faktor Penyebab Perceraian, Perceraian Berdasarkan Umur, dan Mediasi. 
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Hal ini dilakukan karena untuk penyediaan data bagi para mahasiswa, 

Badan Pusat Statistik (BPS), dll.  

Gambar 5.5 

Tampilan aplikasi SIMKERJA 

 

4. Aplikasi LANDIPA 

Aplikasi ini merupakan aplikasi kebanggaan warga Peradilan Agama 

se Soloraya bentuk dedikasinya dalam rangka mendukung reformasi 

birokrasi menuju peradilan modern. Kelebihan aplikasi ini adalah dapat 

dipakai oleh para pihak atau pengacara yang beracara di Pengadilan Agama 

Se-Soloraya. Sehingga bagi pengacara yang beracara di berbagai Pengadilan 

Agama Se-Soloraya tidak lagi memakai aplikasi dari masing-masing 

Pengadilan Agama.Menu utamanya adalah : antrian sidang, informasi 

perkara, estimasi panjar perkara serta validasi akta cerai yang dapat 

diakses melalui pc atau smartphone. 

Gambar 5.6 

Tampilan aplikasi LANDIPA 
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5. Aplikasi e-VALAC 

Ini adalah layanan validasi akta cerai. Aplikasi ini berfungsi untuk 

melakukan kros cek (validasi) dari data akta cerai yang terintegrasi dengan 

data di SIPP dan memungkinkan juga memvalidasi akta cerai yang terbitnya 

sebelum aplikasi SIPP digunakan. Disamping pemegang akta cerai dapat 

melakukan validasi data, lebih khusus kepada instansi terkait, misal : 

Kantor Urusan Agama (Kemenag) dan Dispendukcapil & Kantor Kelurahan 

(Pemerintah Kota). Kelebihan aplikasi ini juga bisa memvalidasi Akta Cerai 

yang diterbitkan sebelum tahun 2016. 

Gambar 5.7 

Tampilan aplikasi e-VALAC 

 
 

6. Aplikasi e-INTEGRASI 

Aplikasi ini mencetak surat keterangan integrasi dengan 

Dispendukcapil Kota Surakarta ketika juga mencetak Akta Cerai. Dengan 

membawa surat ini, pihak bisa langsung memecah KK dan cetak KTP baru 

di Dispenducapil Kota Surakarta. Selain itu, PA Surakarta juga mendapatkan 

feedback berapa pihak yang menggunakan layanan ini yang telah diproses 

oleh Dispendukcapil Kota Surakarta. 
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Gambar 5.8 

Tampilan aplikasi e-INTEGRASI 

 
 

7. Aplikasi e-DELEGASI 

Merupakan sistem monitoring kinerja Jurusita/JSP terkait panggilan 

delegasi dari dan ke Pengadilan luar kota berdasarkan basis data di SIPP, 

bahkan jika Pengadilan pengaju tidak mengirim delegasi melalui SIPP, maka 

aplikasi ini memungkinkan menambah data delegasi dari Pengadilan lain. 

Perlunya adalah dalam pembuatan Laporan dapat menggabungkan antara 

delegasi melalui SIPP atau yang tidak melalui SIPP. Selain itu Jurusita/JSP 

mendapat kemudahan cetak relaas otomatis dari sistem tersebut. Bahkan di 

system ini memungkinkan juga pencatatan biaya yang terkoneksi dengan 

APS BADILAG. 
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Gambar 5.9 

Tampilan aplikasi e- DELEGASI 

 

8. Aplikasi SIMPEL 

Sesuai dengan namanya yang mengandung maksud mudah alias 

tidak ruwet adalah, sebuah inovasi antrian layanan yang outputnya adalah 

register layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Posbakum (Pos 

Bantuan Hukum). Seluruh data pengunjung dan jenis layanan yang 

dibutuhkan serta penyelesaian layanan yang diberikan oleh pengadilan 

terdokumentasikan secara digital. Disamping itu untuk deteksi dini 

terhadap hal-hal yang tidak di inginkan, misalnya seperti percaloan 

perkara. 

Gambar 5.10 

Tampilan aplikasi SIMPEL 
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9. Aplikasi DRIVE THRU 

Aplikasi memungkinkan para pihak untuk merencakan pengambilan 

Produk Pengadilan. Setelah diberitahukan melalui Notifikasi SMS, para 

pihak dapat mengisi formulir melalui link yang dikirimkan. Jika para pihak 

sudah mengisi, maka petugas pengadilan dapat menyiapkan Produk 

Pengadilan berupa Salinan Putusan atau Akta Cerai para pihak. Dengan 

demikian, proses pelayanan lebih cepat dan efisien. 

Gambar 5.11 

Tampilan aplikasi DRIVE THRU 

 
 

10. Aplikasi ADIPASKA 

Layanan ini merupakan layanan melalui whatsapp untuk pihak 

berperkara dimana pihak dapat mengakses seluruh informasi yang 

dibutuhkan di Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A. Aplikasi ini digunakan 
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untuk memudahkan para pihak untuk mencari informasi, menulusuri 

perkara yang berjalan dan dapat berkomunikasi dengan petugas PTSP 

langsung, terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19. Dengan adanya 

layanan ini maka dapat memungkinkan pihak tidak perlu datang ke 

Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A untuk mencari informasi. Untuk 

menu yang disediakan pada layanan whatsapp ini adalah sebagai berikut : 

Informasi Pendaftaran, Informasi Perkara, Antrian Sidang Online, Ambil 

Produk Pengadilan, Komunikasi dengan Petugas PTSP. 

 

Gambar 5.12 

Tampilan aplikasi ADIPASKA 

 

 

11. Aplikasi e-ARISPQ 

e-ARSIPQ adalah inovasi Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A yang 

di Launching pada tanggal 23 November 2020. Inovasi ini merupakan 

aplikasi berbasis web dengan tujuan sebagai fasilitas Menyimpan dan 

Mengumpulkan seluruh data elektronik satuan kerja baik itu data 

Kepaniteraan maupun data Kesekretariatan. Sehingga pengguna baik itu 

pegawai Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A sendiri maupun stakeholder 

eksternal dapat mengakses data yang dibutuhkannya secara mandiri 

darimana saja dan kapan saja. 
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Gambar 5.13 

Tampilan aplikasi e-ARISPQ 

 

 

D. UPAYA PENANGANAN COVID-19 

COVID-19 yang menjadi pandemi pada tahun 2020 ini juga melanda 

Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A. Sebanyak 24 orang pegawai terdeteksi 

POSITIF Covid-19. Berdasarkan hasil test SWAB yang dilaksanakan oleh Dinas 

Kesehatan Kota Surakarta atas tindaklanjut hasil RAPID TEST secara mandiri 

oleh seluruh pegawai Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A menggunakan 

dana DIPA Badan Urusan Administrasi MARI Tahun 2020. 

Atas keadaan tersebut pimpinan mengambil kebijakan LOCKDOWN 

selama 1 minggu dan seluruh pegawai melaksanakan Work From Home. 

Pelayanan publik secara langsung memang berhenti total, namun Pengadilan 

Agama Surakarta Kelas 1A tetap melayani pencari keadilan secara online 

menggunakan aplikasi-aplikasi hasil inovasi yang telah dijelaskan pada poin C 

diatas. 

Pada awal Desember 2020 seluruh pelayanan publik telah kembali 

seperti sediakala, dengan tetap menjaga protokol kesehatan seluruh pegawai 

Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A ikut mendukung program pemerintah 

dalam menanggulangi pandemi COVID-19. 
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BAB VI 

PENGAWASAN 
 

A. INTERNAL 

Dalam periode tahun 2020 mulai bulan Januari sampai dengan bulan 

Desember 2020 Pimpinan Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A secara hirarki 

telah melaksanakan pengawasan kepada semua aparatur yang ada pada 

Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A. Pada tahun 2020 Pengadilan Agama 

Surakarta Kelas 1A telah menindaklanjuti temuan Hakim Tinggi Pengawas 

Daerah (HATIWASDA) yaitu tidak ditemukannya laporan tindak lanjut hasil 

pengawasan yang dilakukan oleh HAWASBID. Untuk menindaklanjuti hal 

tersebut HAWASBID telah membuat laporan tersebut dan diarsipkan pada 

bagian Perencana, Teknologi Informasi dan Pelaporan setiap triwulan. 

Pengawasan internal adalah serangkaian kegiatan yang bersifat 

pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap 

bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan 

tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Pengawasan internal dilakukan oleh aparat pengawas yang khusus 

ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri 

yang diperlukan untuk itu dalam hal ini dilaksanakan oleh Ketua karena 

jabatan Wakil Ketua kosong dengan dibantu oleh Hakim pengawas bidang. 

Pengawasan tersebut meliputi pengawasan satuan kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan dan pengawasan terhadap kinerja Hakim. 

Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A dalam periode tahun 2020 telah 

melakukan pengawasan terhadap kinerja Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Pejabat 

fungsional, Pejabat Struktural dan seluruh staf/karyawan/karyawati serta 

tenaga tidak tetap Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A antara lain : 

1. Meningkatkan pengawasan melekat terhadap para Hakim,  Pejabat 

Kepaniteraan, Pejabat fungsional, Pejabat Struktural dan seluruh staf / 
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karyawan/karyawati dan tenaga tidak tetap, tindak lanjut Pengawasan 

tersebut sesuai dengan Inpres Nomor: 15 tahun 1983 dan Surat Keputusan 

Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. 

2. Meningkatkan kualitas Hakim dan para Pejabat Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan sesuai fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung 

pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. 

3. Meningkatkan disiplin pegawai sesuai dengan peraturan Perundang-

undangan antara lain  PP Nomor 30 tahun 1980, PP Nomor 10 tahun 1987 

jo PP Nomor  45 tahun 1990. 

Dalam rangka peningkatan pengawasan kinerja Hakim, Kepaniteraan 

dan Kesekretariatan ditunjuk beberapa orang Hakim  pengawas bidang  yang 

terdiri dari 5 bidang: 

1. Koordinator Pengawasan 

2. Pengawasan bidang Administrasi Perkara 

3. Pengawasan bidang Kinerja Pelayanan Publik  

4. Pengawasan bidang Administrasi Persidangan dan Managemen Peradilan 

5. Pengawasan bidang administrasi umum  

Bentuk pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan langsung, yaitu 

dengan cara melakukan pemeriksaan dan pegawasan tidak langsung yaitu 

melakukan pengujian atau penilaian  atas laporan yang disampaikan. 

Pelaksanaan pengawasan berupa pengawasan rutin  atau reguler yaitu 

dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap 

seluruh aspek penyelenggaraan Peradilan yang meliputi: 

1. Pengawasan pelaksana tugas pokok di lingkungan Kepaniteraan yang 

mencakup administrasi  persidangan dan administrasi perkara. 

2. Pengawasan pelaksana tugas pokok dilingkungan Kesekretariatan yang 

mencakup administrasi kepegawaian dan Ortala, administrasi keuangan 

dan Umum, administrasi Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. 

3. Pengawasan manajemen Peradilan, kinerja lembaga Peradilan dan 

pelayanan Publik. 
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Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A juga menggunakan inovasi 

pengawasan yaitu melalui aplikasi SIMKERJA dan aplikasi e-ARSIPQ, kedua 

aplikasi ini dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengetahui kinerja setiap 

pegawai, yaitu berupa kepatuhan dan ketepatan menginput data sesuai 

kerjanya masing-masing. 

Penanganan pengaduan yang merupakan bagian  pengawasan dilakukan 

terhadap  tingkah laku aparat lembaga Peradilan, manajemen Peradilan, 

kinerja aparat peradilan dan kualitas pelayanan publik. 

 
B. EVALUASI 

Kegiatan pengarsipan sudah berjalan dengan baik dengan berkoordinasi 

dengan bagian yang bersangkutan, hanya dalam pengarsipan perkara saat ini 

rak arsip perkara sudah penuh sehingga sangat dibutuhkan sarana pengarsipan 

yang memadai seperti rak arsip dan sarana lainnya 

Pengelolaan perpustakaan belum dilaksanakan secara baik karena tidak 

adanya dukungan prasarana yaitu ruangan yang memadai dan pegawai yang 

cukup untuk menangani perpustakaan secara khusus dan ruangan yang 

memadai untuk perpustakaan. 

Penambahan jumlah pegawai tidak sebanding dengan sarana dan 

prasarana seperti PC, Laptop, Printer dan AC yang dimiliki sudah tidak layak 

pakai karena usia peralatan yang sudah lebih dari 5 tahun, sehingga 

mengurangi kecepatan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

Sarana pelayanan umum seperti ruang ramah ibu dan anak, lahan parkir 

dan ruang tunggu kurang memadai disebabkan kondisi lahan yang sempit dan 

kurangnya ruangan yang tersedia.  
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BAB VII 

PENUTUP 
 

A. KESIMPULAN 

Sesuai data yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya dalam laporan 

ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Penyelesaian perkara pada tahun 2020 sudah memenuhi target, karena dari 1.213 

Perkara yang ditangani telah selesai diputus sebanyak 1.143 perkara yaitu 

dikabulkan 995 perkara, dicabut 115 perkara, digugurkan 4 perkara, ditolak 5 

perkara dan 4 perkara dicoret dari register. Berarti masih ada 128 perkara atau 

sebesar 10% perkara yang belum diputus. Hal ini membuktikan bahwa 

pelaksanaan bidang tugas administrasi perkara di Pengadilan Agama telah 

dilaksanakan dengan tertib sesuai  dengan Keputusan  Ketua Mahkamah Agung RI 

nomor KMA/001/SK/1/1991 tentang pola BINDALMIN, walaupun masih ada 

kesalahan-kesalahan yang perlu disempurnakan. 

2. Penyerapan anggaran Dipa 01 tahun 2020 adalah sebesar   Rp. 8.853.300.822 

(delapan milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus ribu delapan ratus dua 

puluh dua rupiah) atau sebesar 99.93% dari total anggaran, hal ini membuktikan 

kinerja bidang tugas administrasi umum telah berjalan dengan baik. 

3. Penyerapan anggaran Dipa 04 tahun 2020 adalah sebesar  Rp. 224.437.500 (dua 

ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) 

atau sebesar 98.77% dari total anggaran, hal ini membuktikan kinerja bidang tugas 

administrasi umum telah berjalan dengan baik. 

4. Adanya keterbatasan anggaran pengadaan sarana dan prasarana yang memadai 

merupakan hambatan dalam pelaksanaan kinerja instansi, terlebih lagi adanya 

himbauan untuk melaksanakan SAPM (Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu) 

dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang mana memerlukan sarana dan 

prasarana sebagai penunjang. 

5. Adanya pandemi COVID-19 yang juga menimpa pegawai Pengadilan Agama 

Surakarta Kelas 1A sebanyak 24 orang mau tidak mau menghambat pelayanan 

kepada masyarakat, namun kebijakan pimpinan yang sigap dan tepat sasaran 

terbukti segera dapat mengembalikan sistem pelayanan seperti sediakala, hal ini 

tidak lepas dari berhasilnya pemanfaatan Teknologi Informasi yang memadai. 
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B. SARAN 

Dari kesimpulan diatas maka kami merekomendasikan beberapa hal sebagai 

saran yaitu sebagai berikut: 

1. Adanya penambahan anggaran pengadaan sarana dan prasarana penunjang agar 

Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A dapat menjalankan tugas dan fungsinya 

dengan baik dalam melayani masyarakat pencari keadilan. 

2. Adanya penambahan personil yang menguasai teknologi informasi mengingat 

program Mahkamah Agung Republik Indonesia saat ini telah berbasis Teknologi 

Informasi yang mana jika dibandingkan dengan sumber daya manusia yang ada 

sangat tidak memadai. 

3. Adanya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan ilmu dan 

kemampuan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. 
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Menimbang

Mengingat

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS 1A

NOMOR : Wl 1.A31/96/OT.U nn02',l

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS 1A
TAHUN 2O2O

KETUA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS 1A

i a. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi dan penyusunan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan maka dipandang perlu
membentuk Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun
2020 Pengadilan Agama Swakarta Kelas 1A;

b. bahwa pegawai yang ruImanya tersebut dalam lampiran surat
keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud;

: l. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 20091

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
50 Talun 2009;
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999

tentane Akuntabilitas Instansi Pemerintah

ME MUTU SKAN

Keputusan Ketua Agama Surakarta Tentang pembentukan tim
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan
Agama Surakarta Kelas 1A;

J,

4.



Pertama

Kedua

Ketiga

Yg"*j* tim ke{a untuk pelaksanaan penyusunan Laporan
Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 pengadilan Agama Surakarta
Kelas 1A;

Tim kerja meqlalankan tugas sesuai arahan Ketua pengadilan Agama
Surakarta Kelas 1A;

Setelah selesai menlusun Laporan pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020
agar segera melaporkan kepada Ketua pengadilan Agama Surakarta
Kelas lAt
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal : 04 Januai202l

Ketua

99203 1 001
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SURAT KEPIJTUS$I KETUA PENGADILAN AGAMA SIJRAKARTA KELAS 1ANOMOR : Wtl-A3l/96/OT.0tNZ02t
TANGGAL : 04 Januari 2021

Pembina

Pengarah

Penanggung Jawab

Anggota

Sekretaris Tim

: 1.

1

1. Anang Ashari Romdhoni, S.Kom
2. Suudivah Norma Novida. A.Md

: Drs. Waluyo, S.H.

Ketua Pengadilan Agama Surakarta Kelas lA

Drs. H. Karmin, M.H
Wakil Ketua Pengadilan Agama Surakarta Kelas lA
Koordinator Hakim Pengawas Bidang

: - H.A. Heryanta Budi Utama
Panitera Pengadilan Agama Surakarta Kelas lA

- Bambang Sutiyo, S.H
Sekretaris Pengadilan Agama Suakafta Kelas 1A

4.

i.

6.

H. Subagyo Haryanto, S.H
Panmud Hukum;
Umi Sangada[ S.H
Panmud Permohonan;
H. Wassalam. S.H
Panmud Gugatan;
Risdiyanti
Kasubag Umum dan Keuangan
Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H
Kasubag Kepegawaian dan Ortala
Diana Rulianti, S.Kom, M.Eng
Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan

199203 1 001



 

 
 

FOTO-FOTO KEGIATAN TAHUN 2020 

 
1. Apel Senin Pagi dan Jumat Sore 

 

 
 

 



 

 
 

2. Upacara Peringatan Hari Nasional 

 

 
 

3. Upacara Ulang Tahun Republik Indonesia dan Ulang Tahun MARI 

Masing- masing pegawai mengikuti Upacara dari rumah karena Pandemi COVID-19 

 

4. Rapat Koordinasi Bulanan 

 
 

 

 



 

 
 

5. Pengawasan Eksternal 

  

  

 
6. Rapat HAWASBID 

 



 

 
 

7. Senam Jumat Sehat 

  

 
 

8. Pendampingan Mahasiswa PKL/PPL 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

9. Kerjasama dengan Stakeholder Eksternal 

  
 

10. Penanganan COVID-19 

  

  



 

 
 

 

  

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


